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ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan 

Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu. 

 
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 

Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019;  UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; 

PP No. 6 1 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2017; Perpres 

No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2016; 

Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016; 

Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016. 

 
- Keterangan status wajib pajak oleh pemerintah daerah dilakukan secara daring 

melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem 

informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat 

Jenderal Pajak dan/ atau apliaksi yang telah disediakan oleh Kementerian yang 

membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama 

 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 16 Februari 2022. 

 


